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Abstract: 
 
The purpose of this study was to determine the effect of tax 
officer service quality, tax sanctions, tax compliance costs, tax 
socialization, and financial conditions on taxpayer compliance at 
MSMEs in Kudus Regency. The population used in this study 
were the owners of MSME in Kudus Regency, amounting to 
14,941 MSMEs. The sampling method used purposive sampling 
to obtain 185 respondents. The statistical method used is the 
Structural Equation Model with processing assistance using 
Amos 24. The result of the study show that tax officer service 
quality, tax sanctions, and tax sosialization have a positive effect 
on taxpayer compliance, while tax compliance costs and 
financial conditions does not affect on taxpayer compliance. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, 
sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kudus. Populasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah para pemilik UMKM di Kabupaten Kudus yang berjumlah 14.941 UMKM. Metode 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 185 
orang. Metode statistik yang digunakan adalah Structural Equation Model dengan pengolahan 
bantuan menggunakan Amos 24. Hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. , sedangkan biaya kepatuhan pajak 
dan kondisi keuangan tidak. mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci : Kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, 

sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak  

PENDAHULUAN  

Pajak adalah sumbangan masyarakat kepada kas negara atau perpindahan kekayaan 
dari sektor tertentu kepada sektor pemerintahan yang bersifat paksaan berdasarkan peraturan 
perpajakan yang tidak dapat dirasakan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
negara bagi kesejahteraan rakyat. Orang orang. Ketentuan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

Pajak di Indonesia merupakan tulang punggung nasional karena berperan besar dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan 
dalam negeri yang paling aman dan andal, karena fleksibel dari segi penerimaan negara dan 
merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengatur perekonomian yang mudah 
terpengaruh kondisinya dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). ). 

Realisasi penerimaan negara pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya 
kontraksi ekonomi, dimana penerimaan perpajakan tumbuh negatif dari tahun 2019 akibat 
perlambatan kegiatan ekonomi dan penggunaan fiskal yang intensif. Penerimaan pajak (hingga 
Agustus 2020) mengalami kontraksi sebesar 15,6% yaitu hanya Rp. 676,9 triliun atau 56,5% 
dari target penerimaan perpajakan tahun 2020 berdasarkan Perpres 72 tahun 2020. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi 
nasional. UMKM memiliki peran penting dalam tumbuh kembang di Indonesia. Hal tersebut 
diperkuat dengan jumlah unit usaha di Indonesia yang 99,9% -nya merupakan UMKM. Terbukti 
dari data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
mengenai Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2017-2018, 
terdapat 64.194.057 unit UMKM pada tahun 2018, pada Sedangkan Unit Keagenan (UB) hanya 
5.550 unit bisnis dan jumlah unit bisnis pada tahun 2018 sebanyak 64.199.606 unit. 

Jawa Tengah memiliki beberapa kabupaten atau kota, salah satunya adalah Kabupaten 
Kudus. Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah UMKM di 
Kudus pada tahun 2019 mencapai lebih dari 14.000 unit yang tersebar di sembilan kecamatan. 
UMKM sudah banyak berkembang di Kudus. Diantaranya jenang, kerupuk, telur asin, sembako, 
kain, bengkel kendaraan, gorden, bengkel las, jasa percetakan dan fotokopi, jajanan pinggir 
jalan, jilbab, buah, furniture, gelas, ayam cincang, bakso, catering, pernak-pernik dan lain-lain. 
UMKM mendominasi bisnis di pusat perekonomian Kabupaten Kudus 
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Gambar 1. Jumlah Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi  

yang Melakukan Pembayaran PP 46 2013/PP 23 2018  
di KPP Pratama Kudus 

 Sumber : KPP Pratama Kudus (2020) 

 
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan 

target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan 
semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak melambangkan situasi 
dimana wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya (Devano dan Rahayu, 2006: 6). Masalah serius bagi pemerintah dalam membuat 
kebijakan ekonomi adalah bagaimana mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Torgler, 
2005). 

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan 
petugas pajak. Semakin tinggi pelayanan petugas yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak 
akan semakin meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak diharapkan dapat 
meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam kegiatan perpajakan. Faktor kedua adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi 
karena wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dimana semakin besar pelanggarannya 
maka semakin berat sanksi yang diterima. Semakin ketat sanksi yang diberikan maka 
kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan pajak. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan 
oleh wajib pajak menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. 
Semakin besar wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan 
merasa dirugikan karena mendapatkan biaya kepatuhan yang cukup tinggi. Faktor keempat 
adalah sosialisasi perpajakan. Semakin tinggi sosialisasinya maka semakin tinggi pemahaman 
wajib pajak dan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Faktor kelima yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan. Kondisi 
keuangan UMKM sebelum pandemi Covid-19 cenderung lebih stabil, sehingga kepatuhan wajib 
pajak meningkat. Namun pada saat pandemi Covid-19, kondisi keuangan UMKM cenderung 
tidak stabil sehingga dikhawatirkan kepatuhan wajib pajak akan menurun. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Pratama dan Mulyani (2019) dengan 
perbedaan pertama adalah penambahan dua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan 
dan kondisi keuangan. Perbedaan kedua adalah objek penelitiannya. Objek penelitian Pratama 
dan Mulyani (2019) berada di Kota Padang sedangkan objek penelitian ini berada di Kabupaten 
Kudus. 

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS 

Teori Atribusi 

Teori atribusi adalah teori yang mempelajari perilaku seseorang. Teori atribusi 
dikembangkan oleh Heider (1985) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh 
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kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal adalah kekuatan yang berasal 
dari dalam diri seseorang atau sering disebut dengan atribut disposisional misalnya emosi, 
kepribadian, keinginan, dan motivasi, sedangkan kekuatan eksternal adalah kekuatan yang 
berasal dari luar seseorang atau sering disebut atribut situasional, seperti lingkungan, nilai - 
nilai sosial, pandangan masyarakat, kondisi sosial. Alasan digunakannya teori atribusi adalah 
bahwa teori atribusi dapat menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak baik berdasarkan 
faktor internal (kesediaan dari diri sendiri) maupun eksternal (paksaan oleh orang lain). 

Teori Pembelajaran Sosial 

Seseorang akan belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Ada empat proses 
pembelajaran sosial, yaitu: 1) perhatian: seseorang akan bersimpati dengan model, 2) detensi: 
seseorang akan mengingat tindakan model, 3) reproduksi motorik: seseorang akan 
mengimplementasikannya menjadi tindakan, dan 4) penguatan: Akan ada akibat akibat jika 
seseorang berperilaku seperti model. Alasan dipilihnya teori ini adalah karena teori 
pembelajaran sosial dapat menjelaskan pengaruh perilaku kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan patuh dan tepat waktu dalam 
membayar pajak melalui pengalaman dan pengamatan langsung, hasil pemungutan pajak 
tersebut harus menghasilkan kontribusi (kontribusi nyata) dalam pembangunan wilayahnya. 
Selain itu, wajib pajak akan menuruti pajak jika memiliki simpati terhadap pelayanan petugas 
pajak dan takut dengan sanksi perpajakan yang ada. 

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 

 Menurut Sapriadi (2013) kualitas pelayanan perpajakan merupakan ukuran dari citra 
yang diakui oleh masyarakat terhadap kualitas yang diberikan, apakah masyarakat puas atau 
tidak. Wajib Pajak akan semakin puas jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak 
sesuai dengan harapan dan dapat memaksimalkan semua sarana dan prasarana yang ada. 
 Teori atribusi dalam variabel kualitas pelayanan petugas pajak menggabungkan 
kekuatan internal dan eksternal. Wajib Pajak akan termotivasi (muncul faktor internal) untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya karena lingkungan (faktor eksternal) dalam kualitas 
pelayanan petugas pajak berkualitas. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al (2019) membuktikan bahwa 
kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Penelitian ini didukung oleh Pratama dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil kualitas pelayanan petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
H1:   Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Sanksi Perpajakan 

Menurut Tjahjono dan Husein (2005: 12) sanksi perpajakan adalah tindakan yang 
diberikan kepada wajib pajak atau pejabat terkait dengan pelanggaran perpajakan yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun karena lalai. Sanksi perpajakan merupakan jaminan 
bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan 
maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi karena dikhawatirkan akan dikenakan sanksi 
mengikat. 

Sanksi perpajakan dapat dijelaskan dengan teori pembelajaran sosial. Wajib pajak akan 
mematuhi peraturan perpajakan karena terdapat gambaran yang jelas dalam peraturan 
perpajakan mengenai sanksi jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Askandar (2018) membuktikan 
bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa 
sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini 
membuktikan semakin ketatnya sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
semakin tinggi dalam menjalankan kegiatan perpajakannya.  
H2:  Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Biaya Kepatuhan Pajak 

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak 
orang pribadi untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak. Wajib Pajak yang telah 
memenuhi kewajiban perpajakannya akan merasa dirugikan jika biaya kepatuhan perpajakan 
yang dikeluarkan cukup tinggi. 

Variabel biaya kepatuhan pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi. 
Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakannya karena faktor internal atau kemampuan 
wajib pajak dalam membayar biaya kepatuhan pajak dianggap tidak memberatkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) menjelaskan bahwa biaya 
kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa cost of 
tax compliance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan 
rata-rata tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak sudah cukup baik, sehingga hal-hal 
terkait biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kegiatan kepatuhan 
pajaknya tidak menjadi alasan wajib pajak enggan membayar pajaknya.  
H3:  Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan yang intens dapat menambah pengetahuan calon wajib pajak 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan (Jannah, 2016: 46). Sosialisasi 
perpajakan dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak 
sudah memahami pentingnya pajak. 

Sosialisasi perpajakan cenderung mengarah pada teori pembelajaran sosial. Wajib Pajak 
akan paham jika penyampaian informasi perpajakan dilakukan secara langsung melalui 
pembinaan dan menggunakan metode sosialisasi terkini sehingga Wajib Pajak cepat 
mempelajarinya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurvita (2016) menyatakan bahwa sosialisasi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini 
didukung oleh Maharani et al (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin seringnya sosialisasi perpajakan dilakukan maka pemahaman tentang kepatuhan 
wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat. 
H4:  Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat 
dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Arus kas UMKM sangat menentukan besarnya 
pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Kepuasan terhadap laba sebelum pajak sangat 
menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya. 
Semakin puas dengan penghasilan yang diperoleh maka kepatuhan pajak akan semakin 
meningkat. 

Kondisi keuangan lebih mengacu pada teori atribusi. Wajib Pajak akan selalu mematuhi 
kewajiban perpajakannya karena jika Wajib Pajak merasa kemampuan arus kasnya baik maka 
akan muncul kemauan (faktor internal) untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh penelitian Nurvita (2016) menunjukkan bahwa kondisi 
keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak UMKM. Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardayani dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa 
kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena besaran 
profitabilitas dan arus kas menjadi tolak ukur dalam pemenuhan pembayaran pajak.  
H5:  Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 

METODE PENELITIAN  

Populasi penelitian ini adalah 14.941 pemilik UMKM. Teknik pengambilan sampel 
adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria 
tertentu. Kriteria tersebut antara lain: Pemilik UMKM di Kabupaten Kudus yang memiliki NPWP 
dan membayar pajak PP 23/2018. Sampel berjumlah 185 responden. 

Menurut Devano (2006: 6), kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang 
diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan 
dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Kusuma (2016) indikator kepatuhan wajib 
pajak dalam sistem penilaian sendiri, yaitu: pendaftaran di kantor pelayanan pajak, 
penghitungan pajak oleh wajib pajak, pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri, dan 
pelaporan oleh wajib pajak. 

Kualitas pelayanan perpajakan menurut Pranadata (2014) merupakan salah satu hal 
yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 
diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik dalam segala hal 
yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Indikator kualitas pelayanan perpajakan 
menurut Noroctaviani (2012) dalam Kusuma (2016) adalah kehandalan, daya tanggap, jaminan, 
empati, dan bukti langsung. 

Menurut Mardisono (2005), sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan kepada 
wajib pajak dan pejabat terkait perpajakan yang melakukan pelanggaran baik sengaja maupun 
karena lupa. Indikator sanksi perpajakan menurut Yadnyana (2009) dalam Burhan (2015) 
adalah sebagai berikut: sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan perpajakan 
cukup berat, sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan perpajakan 
sangat ringan, pengenaan sanksi yang berat salah satunya pendidikan wajib berarti pajak, 
sanksi pajak harus dijatuhkan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas 
pelanggaran pajak bisa dinegosiasikan. 

Menurut Prasetyo (2008), biaya kepatuhan pajak merupakan biaya transaksi dalam 
perpajakan yang timbul karena dalam kontrak yang mengikat masyarakat sebagai wajib pajak 
terdapat informasi yang tidak sempurna. Kesenjangan informasi yang tidak sempurna 
menyebabkan wajib pajak mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memenuhi kepatuhan wajib 
pajak. Indikator biaya kepatuhan menurut Standford dalam Rahayu (2010) yaitu: biaya 
keuangan, biaya waktu, dan biaya fisik. 

Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan 
untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau 
kelompok memahami tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 
Kuesioner dikembangkan oleh Setiawan (2018) dengan indikator sosialisasi perpajakan 
mengacu pada penelitian Ningrum (2014) menggunakan dua indikator sebagai berikut: 
menyukai sosialisasi perpajakan dan mengikuti penyuluhan perpajakan. 

Menurut Laksono (2011) kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan 
perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Wajib Pajak UMKM yang 
memiliki profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya secara jujur dibandingkan Wajib 
Pajak UMKM yang memiliki profitabilitas rendah. Kuesioner Mustikasari (2007) menggunakan 
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indikator yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) untuk mengukur kondisi 
keuangan, yaitu: kondisi arus kas tahun lalu dan laba sebelum pajak tahun lalu. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) 
dengan bantuan Amos 24. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian kualitas data (validitas 
dan reliabilitas), pengujian kriteria kesesuaian, dan pengujian hipotesis 

 
HASIL PENELITIAN 

Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk menguji validitas / validitas pertanyaan kuesioner. Agar 
valid, estimasi nilai pada bobot regresi standar harus> 0,50. Semua variabel dalam penelitian ini 
telah memenuhi persyaratan uji validitas. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Estimate Keterangan 

Kualitas 
Pelayanan 
Petugas Pajak 
(X1) 

X1_1 ,797 Valid 

X1_2 ,839 Valid 

X1_3 ,826 Valid 

X1_4 ,812 Valid 

X1_5 ,745 Valid 

X1_6 ,837 Valid 

X1_7 ,773 Valid 

X1_8 ,825 Valid 

X1_9 ,840 Valid 

Sanksi 
Perpajakan (X2) 

X2_1 ,728 Valid 

X2_2 ,730 Valid 

X2_3 ,724 Valid 

X2_4 ,667 Valid 

X2_5 ,734 Valid 

X2_6 ,818 Valid 

X2_7 ,778 Valid 

Biaya Kepatuhan 
Pajak (X3) 

X3_1 ,670 Valid 

X3_2 ,825 Valid 

X3_3 ,885 Valid 

X3_4 ,883 Valid 

X3_5 ,905 Valid 

Sosialisasi 
Perpajakan (X4) 

X4_1 ,610 Valid 

X4_2 ,719 Valid 

X4_3 ,629 Valid 

X4  4 ,901 Valid 

X4_5 ,799 Valid 

Kondisi 
Keuangan (X5) 

X5_1 ,969 Valid 

X5  2 1,008 Valid 

Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 

Y_1 ,709 Valid 

Y_2 ,675 Valid 

Y_3 ,687 Valid 

Y_4 ,761 Valid 

Y_5 ,818 Valid 

Y_6 ,749 Valid 

Y_7 ,802 Valid 
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Variabel Item Estimate Keterangan 

Y_8 ,741 Valid 

Y_9 ,781 Valid 

Y_10 ,599 Valid 

Y_11 ,680 Valid 

        Sumber : Data primer diolah (2021) 

 

Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah uji untuk menguji handal/reliabel tidaknya suatu kuesioner. Agar 
reliabel maka nilai CR ≥ 0,70 dan AVE ≥ 0,50. Semua variabel dalam penelitian ini telah 
memenuhi syarat uji kereliabilitasan. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Construct Reliability 

(CR) 

Variance 
Extracted 

(AVE) 
Keterangan 

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak 
(X1) 

0,94 0,66 Reliabel 

Sanksi Perpajakan (X2) 0,89 0,55 Reliabel 

Biaya Kepatuhan Pajak (X3) 0,92 0,70 Reliabel 

Sosialisasi Perpajakan (X4) 0,85 0,54 Reliabel 

Kondisi Keuangan (X5) 0,98 0,97 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,92 0,53 Reliabel 

        Sumber : Data primer diolah (2021) 

Uji Kriteria Goodness of Fit 

Penelitian ini menggunakan teknik estimasi Estimasi Likelihood Maksimum karena 
jumlah sampelnya lebih dari 100 dan kurang dari 200 tepatnya 185. Agar model penelitian ini 
sesuai atau dapat diterima, maka perlu menghilangkan beberapa indikator pernyataan. 
kuisioner berdasarkan nilai terbesar pada Kovarian Indeks Modifikasi dari Amos 24 hasil 
pengolahan data.  

Tabel 3. Indikator yang dihapus 
Name Unobserved 

Variables 
Item Indicator 

e8 X1 8 

e15 X2 6 

e36 Y 8 

e5 X1 5 

e6 X1 6 

e13 X2 4 

e11 X2 2 

e31 Y 3 

e24 X4 3 

e12 X2 3 

e2 X1 2 

e38 Y 10 

e19 X3 3 

e21 X3 5 

e9 X1 9 

e34 Y 6 

e16 X2 7 

e4 X1 4 

                  Sumber : Data primer diolah (2021) 
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Berikut ini hasil pengujian goodness of fit model penelitian setelah beberapa indikator 
dihapus. 

Tabel 4. Hasil Uji Goodness of Fit 

Indeks Cut off Value Hasil 
Evaluasi 

Model 

Chi Square Statistic/X
2
 Diharapkan 

kecil 
333,578 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,000 Marjinal 

RMSEA ≤ 0,08 0,071 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,851 Marjinal 

AGFI ≥ 0,90 0,802 Marjinal 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,917 Baik 

TLI ≥ 0,90 0,923 Baik 

CFI ≥ 0,90 0,937 Baik 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Nilai statistik chi square diperoleh hasil sebesar 333.578, artinya data telah terbentuk 
sesuai dengan data aslinya. Nilai probabilitas memiliki hasil 0,00 lebih kecil dari tingkat 
penerimaan yaitu 0,05, artinya penelitian ini dalam menjelaskan kesesuaian model dengan 
sampel memiliki evaluasi marginal terhadap model. Nilai RMSEA memiliki hasil sebesar 0,071 
sesuai dengan tingkat penerimaan yaitu ≤ 0,08, artinya penelitian dalam menjelaskan 
kesesuaian antara model dan populasi memiliki evaluasi model yang baik. Nilai GFI memiliki 
hasil 0,851 lebih kecil dari tingkat penerimaan yaitu ≥ 0,90, artinya penelitian ini menjelaskan 
kesesuaian model sampel yang telah diestimasi oleh populasi melalui evaluasi model marginal. 
Nilai AGFI sebesar 0,802 lebih kecil dari tingkat penerimaan yaitu ≥ 0,90 artinya penelitian ini 
menjelaskan kesesuaian model variabel independen dengan variabel dependen yang dievaluasi 
model marginal. Nilai CMIN / DF diperoleh hasil sebesar 1.917 sesuai dengan tingkat 
penerimaan yaitu ≤ 2.00 artinya penelitian ini memiliki keterkaitan chi square. Nilai TLI 
memiliki hasil sebesar 0,923 sesuai dengan tingkat akseptabilitas yaitu ≥ 0,90, artinya 
penelitian ini setelah dibandingkan dengan model baseline memiliki evaluasi model yang baik. 
Nilai CFI sebesar 0,937 sesuai dengan tingkat penerimaan yaitu ≥ 0,90, artinya penelitian ini 
setelah dibandingkan dengan model null memiliki evaluasi model yang baik. 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Agar 
hipotesis diterima maka nilai probability harus kurang dari nilai signifikansinya yaitu 0,05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Hasil Pengujian Hipotesis 
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Tabel 5. Estimasi Hasil Analisis SEM 

   
Estimate S.E. C.R. P 

Y <--- X1 ,250 ,099 2,528 ,011 

Y <--- X2 ,273 ,134 2,037 ,042 

Y <--- X3 -,062 ,059 -1,055 ,291 

Y <--- X4 ,684 ,166 4,110 *** 

Y <--- X5 ,051 ,033 1,518 ,129 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

Hipotesis alternatif pertama dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan petugas pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai p = 0,011 <0,05 pada tabel 5 artinya 
kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sehingga hipotesis pertama diterima. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan gambaran 
yang ditampilkan oleh petugas pajak dalam melayani wajib pajak untuk mematuhi dan 
menjalankan kewajiban perpajakannya. Petugas pajak harus dapat diandalkan, tanggap, mampu 
menjamin, memiliki empati, dan memiliki bukti konkrit dalam membantu wajib pajak 
mengatasi permasalahan perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang 
diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan 
dengan teori atribusi yaitu wajib pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakannya jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sesuai dengan yang 
diharapkan atau berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, 
dkk. (2015), Indriyani dan Askandar (2018), serta Pratama dan Mulyani (2019) yang 
menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan. oleh Maharani, dkk 
(2019). 

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hipotesis alternatif kedua dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai p = 0,042 <0,05 pada tabel 5 artinya sanksi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua 
diterima. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa wajib pajak mematuhi, menaati, dan 
menjalankan kewajiban perpajakan. Ketentuan sanksi perpajakan telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan. Semakin ketat sanksi perpajakan 
maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena jika wajib pajak melanggar 
maka tidak akan ada toleransi atau negosiasi yang diberikan. Penelitian ini sejalan dengan teori 
pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa wajib pajak akan taat pajak jika terdapat contoh 
atau gambaran nyata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan jika 
wajib pajak melanggar, sehingga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Askandar 
(2018), Maharani, dkk (2019), serta Pratama dan Mulyani (2019), namun berbanding terbalik 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana dkk (2020). 

Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak 

Hipotesis alternatif ketiga yaitu biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Nilai p = 0,291> 0,05 pada tabel 5 artinya biaya kepatuhan wajib pajak 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Biaya 
kepatuhan perpajakan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakannya di luar pajak itu sendiri. Biaya kepatuhan wajib pajak 
terdiri dari biaya langsung, waktu, dan pikiran. Tingginya biaya kepatuhan yang harus 
dikeluarkan wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan. Saat ini, wajib pajak jarang 
membayar biaya kepatuhan karena telah menggunakan digitalisasi. Berdasarkan teori atribusi 
biaya kepatuhan pajak dirasa tidak memberatkan karena rata-rata pemahaman dan 
pengetahuan wajib pajak sudah baik, namun ada beberapa wajib pajak yang masih merasa 
berat karena harus membayar jasa konsultasi perpajakan, sehingga dalam hal ini studi biaya 
kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. pembayar pajak. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019). Namun hal tersebut 
berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013). 

Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hipotesis alternatif keempat adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Nilai p = 0,000 <0,05 pada tabel 5 artinya sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. 
Sosialisasi perpajakan merupakan upaya penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan 
oleh DJP. Penyebaran pajak harus mengikuti tren terkini dalam cara penyampaiannya. Semakin 
efektif dan efisien sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. 
Sosialisasi perpajakan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yaitu wajib pajak akan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya jika ada bimbingan langsung mengenai informasi 
perpajakan sehingga wajib pajak akan lebih mudah mempelajarinya. Semakin tinggi sosialisasi 
yang dilakukan maka semakin banyak pemahaman wajib pajak akan meningkatkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvita (2016), 
Suarni dan Marlina (2019) dan Maharani, dkk (2019) bahwa sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut berbanding terbalik 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020). 

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hipotesis alternatif kelima yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap 
komentar wajib pajak. Nilai p = 0,129> 0,05 pada tabel 5 artinya kondisi keuangan tidak 
berpengaruh terhadap wajib pajak, sehingga hipotesis ditolak. Kondisi keuangan merupakan 
kondisi keuangan UMKM yang sebenarnya sebagai penentu besar kecilnya pembayaran pajak. 
Kondisi keuangan sangat mempengaruhi pembayar pajak. Semakin puas wajib pajak dengan 
arus kasnya, semakin meningkat pula wajib pajaknya. Kondisi keuangan penelitian ini 
berbanding terbalik dengan teori atribusi, dimana wajib pajak akan memenuhi kewajiban 
perpajakannya karena merasa arus kasnya sehat. Padahal, tanpa harus menunggu kondisi 
keuangan yang sehat saat pandemi yang sedang terjadi, para wajib pajak tetap akan menaati 
kewajiban perpajakannya seperti SPT tahunan, sehingga dapat disangkal bahwa bukan hanya 
arus kas dan laba sebelum pajak saja yang menjadi andalannya. patokan kondisi keuangan. Hal 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini dan Sumaryanto (2019) yang 
menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Hasil tersebut 
berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvita (2016). 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi 
perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh pada kepatuhan 
wajib pajak. Batasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini kurang menjelaskan kesesuaian 
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antara model dan sampel (probabilitas 0,00 sedangkan tingkat penerimaan 0,05), penelitian ini 
kurang menjelaskan kesesuaian sampel dengan populasi (GFI of 0,851 lebih kecil dari 0,90), dan 
variabel bebas penelitian ini dalam menjelaskan tingkat kesesuaian model variabel terikat 
belum mendekati tingkat penerimaan (AGFI 0,802 kurang dari 0,90). 

Saran untuk penelitian selanjutnya antara lain: menambah sampel, mengubah sampel 
dari Maximum Likeholding menjadi Generalized Least Square, dan menambahkan variabel 
independen lain pada kebijakan insentif perpajakan (Latief et al, 2019). 
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